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Artificial Intelligence (AI) plays an increasingly important role in the 

modernization of tax administration in Indonesia. The application of AI is a 

key strategy for improving the efficiency, transparency, and accuracy of data 

management, especially amid the increasing complexity of transactions and 

the demand for fast and responsive tax services. Traditional tax administration 

faces challenges such as the limitations of manual analysis, potential recording 

errors, and weak detection of non-compliance. This study aims to analyze the 

role of AI in improving the quality of tax administration as well as examine the 

challenges that emerge during its implementation. This study adopts a 

literature review method supported by a descriptive qualitative approach. The 

results show that AI can strengthen process automation, improve data analysis 

accuracy, support risk-based audits, and improve overall taxation system 

oversight. However, AI implementation still faces challenges in the form of 

data security, algorithmic bias risks, and limitations in digital infrastructure 

that must be improved for its optimal utilization.  
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Artificial Intelligence (AI) kini memainkan peran yang semakin signifikan 

dalam upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. 

Penerapan AI menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akurasi pengelolaan data, terutama di tengah meningkatnya 

kompleksitas transaksi serta tuntutan layanan pajak yang cepat dan responsif. 

Administrasi perpajakan tradisional menghadapi tantangan seperti 

keterbatasan analisis manual, potensi kesalahan pencatatan, serta lemahnya 

deteksi ketidakpatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI 

dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan mengidentifikasi 

kendala yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan melalui 

kajian literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa AI mampu memperkuat otomatisasi proses, 

meningkatkan akurasi analisis data, mendukung audit berbasis risiko, serta 

memperbaiki pengawasan sistem perpajakan secara keseluruhan. Namun 

demikian, implementasi AI masih dihadapkan pada tantangan berupa 
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Kata Kunci: 

Artificial intelligence, 

Administrasi Perpajakan, 

Efisiensi, Transparansi, 

Akuntabilitas. 

keamanan data, risiko bias algoritmik, serta keterbatasan infrastruktur digital 

yang harus ditingkatkan agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Namun 

demikian, implementasi AI masih dihadapkan pada tantangan berupa 

keamanan data, risiko bias algoritmik, serta keterbatasan infrastruktur digital 

yang harus ditingkatkan agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal, 

berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan kebijakan regulasi perpajakan 

nasional yang berlaku. 
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PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan 

dalam administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem perpajakan kini 

dituntut untuk mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, akurat, dan transparan. 

Digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) mulai diterapkan dalam administrasi 

perpajakan Indonesia sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengolahan data dan kualitas 

pelayanan (Pramesti & Emalia, 2024). Transformasi digital pada sektor pemerintahan, 

termasuk perpajakan, menuntut inovasi teknologi yang memperkuat akuntabilitas dan 

efektivitas administrasi publi (Adha et al., 2024a). 

Namun demikian, sebelum pemanfaatan AI, administrasi perpajakan masih menghadapi 

berbagai kendala seperti rendahnya efisiensi, tingginya tax gap, proses manual yang memicu 

human error, serta keterbatasan kapasitas pengawasan. Sistem pemungutan pajak konvensional 

masih rentan terhadap ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini semakin 

diperburuk oleh keterbatasan kualitas data dan kurangnya integrasi sistem (Nurchoiriyah et al., 

2025). Digitalisasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pencatatan, efektivitas 

pelaporan, dan efisiensi administrasi, terutama pada wajib pajak UMKM yang selama ini 

paling terdampak oleh proses manual dan birokrasi yang Panjang (Rahayu & Suaidah, 2025). 

Selain itu, tantangan administrasi pajak juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan 

literasi digital. Upaya digitalisasi pajak daerah sering terhambat oleh minimnya infrastruktur 

teknologi informasi, selain itu minimnya kemampuan literasi digital baik pada aparatur 

maupun masyarakat, serta belum maksimalnya integrasi sistem data. Hambatan-hambatan 

tersebut menyebabkan proses administrasi berjalan lambat, berpotensi menimbulkan 

kesalahan, dan menurunkan efektivitas pemungutan pajak Oleh karena itu, dibutuhkan 

teknologi yang mampu mengelola data secara komprehensif, akurat, dan adaptif terhadap 

kompleksitas sistem perpajakan modern (Farista et al., 2025).  
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Dalam konteks inilah AI menawarkan solusi strategis untuk modernisasi perpajakan. AI 

memiliki kemampuan automated tax processing, predictive analytics, machine learning untuk 

risk profiling, serta deteksi anomali transaksi yang berpotensi menandai kecurangan. 

Penggunaan AI dan pendekatan algorithmic government dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak melalui penyediaan informasi yang lebih akurat, analisis data yang objektif, serta 

pengurangan bias dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, AI tidak hanya meningkatkan 

efisiensi, tetapi juga memperkuat objektivitas dan keandalan proses administrasi perpajakan 

(Adha et al., 2024b). 

Namun, adopsi AI juga menimbulkan risiko baru yang perlu diperhatikan. (Guglyuvatyy, 

2025) memperingatkan bahwa algoritme AI berpotensi menimbulkan bias, kurang transparan, 

dan dapat memengaruhi hak-hak wajib pajak jika tidak diawasi dengan baik. Tantangan etika 

dan regulasi ini diperkuat oleh (Adha et al., 2024a) yang menekankan bahwa penerapan 

teknologi cerdas harus dibarengi dengan tata kelola, pengawasan, dan kesiapan institusional 

agar tidak menciptakan ketidakadilan baru dalam administrasi perpajakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Namun 

keberhasilan implementasinya memerlukan kesiapan regulasi, infrastruktur digital, integrasi 

data, serta kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, kajian literatur mengenai peran 

AI dalam administrasi perpajakan menjadi penting untuk memahami manfaat, tantangan, serta 

implikasi tata kelola yang muncul dari penerapan teknologi tersebut dalam sistem perpajakan 

modern. 

TINJAUAN TEORI  

1. Artificial Intelligence dalam Sektor Publik 

Artificial Intelligence (AI) dalam sektor publik merupakan teknologi yang dirancang 

untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan 

berbasis data guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan modern. AI memiliki 

karakteristik utama berupa kemampuan pembelajaran, penalaran, pemrosesan bahasa alami, 

serta pengenalan pola melalui suara, teks, atau visual, yang membuatnya mampu menjalankan 

fungsi administratif secara otomatis dan adaptifAI bekerja dengan memanfaatkan big data, 

machine learning, dan natural language processing untuk menghasilkan sistem yang dapat 

beradaptasi dan meningkatkan akurasi seiring penggunaan.(Zsazsa & Sitepu, 2023) 

Dalam konteks pelayanan publik, AI telah diterapkan melalui chatbot layanan, sistem 

prediksi kebutuhan masyarakat, analisis sentimen publik, hingga deteksi penyimpangan dalam 

administrasi dan kebijakan publik, sehingga mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas 
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layanan pemerintahan. Namun, pemanfaatan AI tetap memerlukan tata kelola yang kuat terkait 

etika, privasi, dan transparansi agar dapat diterima masyarakat dan memperkuat kepercayaan 

publik dalam ekosistem layanan digital pemerintah (Nuryanto, 2020) 

2. Administrasi Pajak 

a. Konsep Administrasi Pajak 

Administrasi pajak dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas dalam menyelenggarakan 

pemungutan pajak yang dilaksanakan sesuai kebijakan perpajakan dan berlandaskan ketentuan 

hukum dalam Undang-Undang Perpajakan secara efisien. Penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang bersifat modern menunjukkan upaya positif pemerintah bersama masyarakat 

untuk mengelola penerimaan pajak dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu keunggulan 

sistem modern tersebut ialah adanya pembagian tugas yang lebih terstruktur dan tegas antara 

fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, serta pembinaan (Bangun, 2022) 

b. Peran Teknologi  

Dengan adopsi teknologi informasi, otoritas pajak dapat mengakses data secara real-time 

dan memonitor aktivitas perpajakan secara lebih efektif. Hal ini membantu dalam mendeteksi 

potensi pelanggaran perpajakan atau kecurangan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, 

transparansi yang ditingkatkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem perpajakan dan pemerintah secara keseluruhan (Umbet et al., 2025). 

c. Efisiensi Administrasi Perpajakan 

Efisiensi administrasi perpajakan semakin meningkat melalui pemanfaatan automation 

yang mampu menggantikan proses manual dan mempercepat layanan. Implementasi sistem 

digital seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT telah menurunkan biaya administrasi, mengurangi 

human error, serta mempercepat pemrosesan data. Selain itu, teknologi blockchain 

menyediakan pencatatan transaksi yang otomatis, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi 

sehingga memperkuat efisiensi dalam verifikasi pajak dan pengawasan transaksi (Hindayani, 

2024). Pada saat yang sama, sistem Core Tax Administration System (Coretax/PSIAP) 

mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital sehingga alur kerja 

menjadi lebih singkat, penyelesaian kasus lebih cepat, dan pegawai fiskus dapat memantau data 

wajib pajak secara real-time tanpa duplikasi pekerjaan maupun fragmentasi data (Utama & 

Yuliana, 2025). 

Efisiensi semakin diperkuat melalui data processing dan predictive analytics yang 

memanfaatkan big data untuk mendukung keputusan berbasis data. Integrasi data terpusat 

memungkinkan otoritas pajak memperoleh gambaran komprehensif mengenai perilaku wajib 

pajak, mempermudah deteksi ketidaksesuaian, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 
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audit dan penegakan hukum. Teknologi AI memiliki kemampuan memproses data dalam skala 

besar, mengidentifikasi pola ketidakpatuhan, serta memberikan rekomendasi otomatis bagi 

fiskus, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan hemat sumber daya 

(Pramesti & Emalia, 2024). Dengan kemampuan prediktif tersebut, administrasi perpajakan 

tidak hanya menjadi lebih efisien tetapi juga lebih proaktif dalam mendeteksi risiko, 

mengoptimalkan pemeriksaan, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. 

d. Transparansi Sistem Perpajakan 

Transparansi dalam sistem perpajakan berarti bahwa proses pengumpulan pajak, 

pelaporan, audit, dan penggunaan data serta penerimaan pajak dilakukan secara terbuka, dapat 

dilacak (audit trail), dan informasi penting tersedia bagi pihak berkepentingan baik wajib pajak, 

pengawas, maupun publik. Implementasi transparansi ini di era digital makin memungkinkan 

melalui sistem administrasi pajak terkomputerisasi dan digital (misalnya sistem integrasi data 

dan basis data pajak) (Panjaitan & Yuna, 2024). 

Namun, literatur juga memperingatkan risiko: transparansi yang tidak diimbangi dengan 

perlindungan data dan kontrol bisa membuka peluang manipulasi data, penyalahgunaan 

informasi, atau malah mempermudah penghindaran pajak, terutama bagi entitas dengan 

kemampuan struktur keuangan kompleks (Safitri & Sari, 2021). Untuk itu efektivitas 

transparansi bergantung pada sistem administrasi pajak yang memadai termasuk digitalisasi, 

regulasi pelaporan, proteksi data, serta mekanisme audit dan pengawasan yang kuat 

(Aristiyanto & Furqon, 2025). 

e. Akuntabilitas dalam Perpajakan 

a. Teori Akuntabilitas dalam Perpajakan 

Akuntabilitas dalam perpajakan merujuk pada mekanisme pertanggungjawaban dari 

otoritas pajak kepada publik (wajib pajak / masyarakat) atas bagaimana pajak dipungut, 

dikelola, dan digunakan. Konsep ini melibatkan transparansi administrasi, kualitas pelayanan, 

rekam jejak atau audit trail, serta pengawasan internal maupun eksternal yang bersama-sama 

membangun kepercayaan publik dan legitimasi sistem pajak. Dalam kerangka tata kelola fiskal 

dan akuntansi publik, akuntabilitas pajak dianggap sebagai bagian dari good governance dan 

akuntansi publik yang memastikan bahwa pungutan pajak dilakukan secara adil, efisien, dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Siahay, 2023) 

b. Framework Governance dalam Akuntabilitas Pajak 

Framework governance modern mengintegrasikan prinsip good governance 

(transparansi, partisipasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas) dan public sector accounting. 

Sistem digital dan audit trail elektronik mendukung mekanisme ini, memungkinkan kontrol 
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internal dan eksternal yang jelas serta keterlibatan stakeholder, sehingga administrasi pajak 

berjalan adil, efisien, dan dipercaya publik (Sari & Muslim, 2023). 

f. Studi terdahulu 

Beberapa penelitian dan praktik implementasi AI dalam perpajakan global maupun 

nasional menunjukkan bahwa teknologi ini telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas administrasi pajak: 

• OECD: Melaporkan bahwa otoritas pajak di berbagai negara telah mengadopsi machine 

learning untuk risk profiling, deteksi ketidakpatuhan, serta prediksi potensi risiko pajak 

berdasarkan pola data historis dan transaksi digital. 

• HM Revenue & Customs (Inggris): Mengimplementasikan sistem AI Connect guna 

menghimpun serta memproses data finansial dari refrensi yang beragam, yang 

membantu mendeteksi ketidakpatuhan pajak dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. 

• Internal Revenue Service (Amerika Serikat): Menggunakan AI dalam fraud detection, 

analisis perilaku wajib pajak, dan pemilihan objek pemeriksaan pajak untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan. 

• Pratama Indonesia: Menemukan bahwa pemanfaatan AI dalam administrasi perpajakan 

nasional dapat meningkatkan efisiensi layanan e-filing, validasi data wajib pajak, dan 

mempercepat proses analisis informasi perpajakan. 

• Yuliana Indonesia: Menunjukkan bahwa teknologi AI berpotensi memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas administrasi pajak melalui otomatisasi verifikasi 

dokumen serta deteksi pola ketidakpatuhan wajib pajak. 

METODE  

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kajian literatur kualitatif yang berfokus 

pada eksplorasi dan analisis temuan-temuan ilmiah terkini terkait pemanfaatan Artificial 

Intelligence (AI) dalam administrasi perpajakan. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki 

bagaimana teknologi digital, khususnya automation, data processing, dan predictive analytics, 

berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem 

perpajakan modern. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai 

sumber, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan pemerintah, 

serta regulasi terkait digitalisasi perpajakan. Sebanyak literatur yang relevan dipublikasikan 

dalam kurun waktu penelitian dianalisis untuk memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai perkembangan dan implementasi AI dalam administrasi pajak. 
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Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi tren, tantangan, serta peluang implementasi teknologi AI dalam administrasi 

perpajakan. Langkah-langkah penelitian meliputi: 

1. Pengumpulan literatur  

Artikel jurnal, buku, dokumen regulasi, dan laporan riset dikumpulkan melalui basis 

data akademik seperti Google Scholar, sciencedirect dengan kata kunci seperti AI 

in Tax Administration, automation in Public Sector Accounting, dan Predictive 

Analytics for Tax Compliance. 

2. Klasifikasi dan Analisis Literatur 

Literatur yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti efisiensi 

administrasi perpajakan melalui automation dan data processing, transparansi 

melalui integrasi sistem digital, serta akuntabilitas melalui audit trail elektronik dan 

penggunaan AI dalam deteksi ketidakpatuhan. 

3. Pembahasan temuan  

Temuan dari berbagai literatur dibandingkan dan dianalisis untuk melihat pola 

persamaan maupun perbedaan dalam implementasi Artificial Intelligence (AI) pada 

administrasi perpajakan. Analisis temuan difokuskan pada empat aspek utama, 

yaitu: yaitu peran AI dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, 

kontribusi AI terhadap transparansi, penguatan akuntabilitas pajak, serta 

identifikasi risiko dan tantangan implementasi AI. 

4. Kesimpulan 

Ringkasan hasil analisis disusun untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana 

teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

administrasi perpajakan, sekaligus menyoroti tantangan yang perlu diperhatikan 

dalam implementasinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Artificial Intelligence dalam Efisiensi Administrasi Perpajakan 

Pengurangan Birokrasi Manual 

Pengurangan birokrasi manual melalui otomatisasi berbasis Artificial Intelligence (AI) 

telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, terutama dengan menggantikan 

proses repetitif seperti input data, verifikasi dasar, dan pengolahan dokumen menjadi lebih 

cepat dan minim kesalahan. Implementasi AI memungkinkan otoritas pajak menyederhanakan 

alur kerja, mempercepat layanan, serta mengalihkan fokus pegawai dari tugas rutin menuju 
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analisis dan pengawasan yang lebih kompleks. AI mampu mempercepat proses administratif 

dan menyederhanakan pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga birokrasi menjadi lebih 

ringkas dan ramah pengguna (Pramesti & Emalia, 2024). 

 

Peningkatan Kualitas Data dan Percepatan Pemrosesan Pajak 

Penerapan AI melalui teknik seperti NLP untuk mengekstraksi informasi, algoritma 

pembersihan dan penghapusan duplikasi data, serta model machine learning untuk rekonsiliasi, 

secara signifikan meningkatkan kualitas data perpajakan dengan meminimalkan kesalahan, 

kekurangan data, dan inkonsistensi. Penelitian oleh (Koivula et al., 2024) menunjukkan bahwa 

kualitas data yang lebih baik ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan pemrosesan, 

khususnya pada sistem e-filing yang mengalami peningkatan throughput dan penurunan tingkat 

kesalahan validasi. Perbaikan kualitas dan kecepatan tersebut menghasilkan proses perhitungan 

pajak yang lebih andal, mengurangi kebutuhan koreksi setelah pelaporan, serta memungkinkan 

otoritas pajak melakukan penilaian risiko secara lebih cepat dan akurat. Namun, kinerja AI 

tetap sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan untuk melatih model data yang 

tidak representatif dapat menghasilkan keputusan yang bias. Oleh karena itu, diperlukan tata 

kelola data yang kuat, validasi model secara berkala, serta mekanisme pengawasan manusia 

untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perpajakan. 

Automated e-filing dan AI-driven fraud detection. 

Penerapan automated e-filing berbasis AI meningkatkan efisiensi administrasi pajak 

karena sistem menyediakan auto-filling data historis, pra-validasi, dan rekomendasi input yang 

mampu mengurangi kesalahan pengisian SPT serta mempercepat penyampaian pelaporan. 

Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa AI-Based Digital Transformation in E-Filing 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi model 

sebesar 79,9% terhadap variasi kepatuhan individu (Kamil & Prihanto, 2025). Namun, 

beberapa literatur menekankan bahwa automasi berisiko menurunkan kepercayaan apabila 

hasil rekomendasi sistem bersifat “black-box”, sehingga diperlukan penerapan explainable AI 

dan opsi intervensi manusia untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas (Górski et al., 2025). 

Selain itu, keberhasilan e-filing banyak dipengaruhi oleh literasi digital pengguna dan kesiapan 

infrastruktur, sehingga integrasi data lintas lembaga tetap menjadi syarat penting agar kualitas 

pelayanan dan keakuratan pelaporan dapat terjaga. 

Selain itu, Pemanfaatan teknologi AI seperti machine learning dan data-mining dalam 

mendeteksi transaksi dan pola perilaku mencurigakan telah terbukti meningkatkan ketepatan 

identifikasi risiko dan efisiensi seleksi audit. Literature review terkini menunjukkan bahwa 
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integrasi AI meningkatkan akurasi pemilihan wajib pajak berisiko tinggi serta menurunkan 

false positives, sehingga sumber daya audit dapat dialokasikan lebih efektif (Belahouaoui, 

2025). Namun demikian, penerapan sistem ini menghadapi tantangan berupa risiko bias 

algoritmik, kebutuhan data berkualitas tinggi, serta isu privasi yang harus diantisipasi melalui 

mekanisme auditability, validasi model, dan kebijakan privacy-by-design  

Artificial Intelligence dan Transparansi Administrasi Pajak 

a. Sistem pelaporan real-time dan data traceability 

Beberapa literatur menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan sistem 

digitalisasi dalam administrasi pajak mampu mempercepat proses pelaporan dan memperkuat 

jejak audit meskipun tidak semua menyebut “real-time reporting” secara eksplisit. Misalnya, 

penelitian AI‑Based Digital Transformation as a Driver of Individual Taxpayer Compliance 

melaporkan bahwa otomatisasi melalui e-filing dan e-billing dengan dukungan AI 

meningkatkan ketepatan dan konsistensi pelaporan pajak individu, serta memberikan “real-

time feedback” yang membantu wajib pajak melaporkan secara lebih cepat dan akurat (Kamil 

& Prihanto, 2025). 

Demikian pula, kajian Peran Big Data Dan Artificial Intelligence Dalam Optimalisasi 

Pengawasan Pajak menemukan bahwa integrasi AI dan big data memungkinkan deteksi 

anomali dan monitoring kepatuhan pajak secara lebih efisien di banyak negara yang berarti 

bahwa setiap transaksi atau pelaporan dapat dipantau secara berkelanjutan, mendukung 

traceability data dan transparansi sistem (Mbea, 2025). 

Dengan demikian, meskipun dokumentasi eksplisit “real-time reporting” sebagai istilah 

teknis masih jarang, kombinasi Artificial Intelligence (AI) dan digitalisasi meliputi mekanisme 

umpan balik cepat, otomatisasi pelaporan, dan sistem monitoring berkelanjutan  

yang secara fungsional mendekati pelaporan real-time dan meningkatkan traceability serta 

transparansi administrasi pajak. 

b. Mengurangi konflik dan manipulasi dalam administrasi pajak 

Implementasi AI membantu mengurangi potensi konflik antara wajib pajak dan otoritas 

pajak dengan menyediakan proses pemeriksaan yang lebih objektif dan berbasis bukti. 

Keputusan yang sebelumnya sangat bergantung pada interpretasi manusia kini dilengkapi oleh 

rekomendasi AI berbasis data, yang menurunkan peluang manipulasi serta intervensi yang 

bersifat subjektif. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap fairness dan integritas 

sistem meningkat ketika proses administrasi didukung analitik otomatis yang bebas konflik 

kepentingan, sehingga moral hazard dapat ditekan. Bukti empiris dari Jordan menunjukkan 

bahwa penggunaan AI meningkatkan rasa keadilan prosedural dan mendukung kepatuhan 
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pajak perusahaan (Al-khalaileh, 2025), sedangkan kajian global menegaskan bahwa AI mampu 

mempersempit ruang terjadinya penghindaran pajak melalui deteksi fraud yang lebih cepat 

(Aladebumoye, 2025).  

Artificial Intelligence dan Akuntabilitas Pajak 

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak meningkatkan 

akuntabilitas melalui penguatan audit trail yang lebih akurat dan terdokumentasi. Sistem 

berbasis AI mampu merekam setiap aktivitas pemrosesan pajak mulai dari penerimaan data, 

deteksi anomali, proses verifikasi, hingga keputusan yang dihasilkan algoritma secara otomatis 

dan tidak mudah dimanipulasi. Hal ini mempermudah otoritas pajak melakukan rekonstruksi 

kasus, menelusuri sumber kesalahan, serta menyediakan bukti digital yang dapat diaudit 

kembali.  

Selain itu, AI memperkuat tata kelola pajak dan kontrol internal dengan menyediakan 

mekanisme pemantauan otomatis dan analitik prediktif yang membantu auditor maupun 

inspektorat pajak dalam mengidentifikasi area berisiko tinggi. Teknologi AI, seperti machine 

learning dan big data analytics, terbukti meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas 

deteksi fraud dibandingkan metode manual. Penelitian oleh (Nurlayli et al., 2023) menegaskan 

bahwa penggunaan AI dalam audit meningkatkan keandalan pengendalian internal, namun 

tetap membutuhkan kerangka governance misalnya validasi model, kejelasan tanggung jawab 

manusia, serta transparansi algoritma untuk memastikan keputusan otomatis tetap akuntabel 

dan bebas dari bias. 

Risiko dan Tantangan Implementasi Artificial Intelligence 

a. Risiko bias algoritma, privasi, keamanan data, dan etika penggunaan AI dalam 

otoritas pajak 

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak menawarkan 

peningkatan kecepatan dan akurasi, namun juga menghadirkan risiko bias algoritma yang perlu 

diwaspadai. Artikel menegaskan bahwa AI membawa tantangan seperti bias karena sistem 

belajar dari data historis yang mungkin tidak seimbang atau mengandung kecenderungan 

tertentu. Ketika data pelatihan tidak merepresentasikan populasi wajib pajak secara adil, model 

AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau diskriminatif misalnya dalam proses 

seleksi pemeriksaan atau pendeteksian anomali. Risiko ini muncul karena algoritma cenderung 

mereplikasi pola yang ada dalam data, termasuk pola bias yang tidak disadari.  

Selain itu, artikel menunjukkan bahwa bias makin berisiko ketika model yang digunakan 

bersifat black-box, sehingga otoritas pajak sulit menilai bagaimana keputusan dihasilkan. 

Kondisi ini dapat mengganggu fairness, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan 
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keputusan pajak. Untuk itu, artikel menekankan perlunya pengendalian risiko melalui tata 

kelola data yang kuat, audit algoritma, serta pengawasan manusia dalam proses otomatisasi. 

Upaya tersebut penting agar manfaat AI dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan dan 

kepercayaan wajib pajak (Donal & Putri, 2024). 

Penggunaan AI dalam sistem administrasi pajak memungkinkan pemrosesan data wajib 

pajak dalam jumlah besar dari data identitas, data keuangan, hingga histori pelaporan dan audit 

sehingga menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan kerahasiaan data. Sebagaimana 

dikemukakan dalam kajian review pada konteks “tax administration”, penulis menekankan 

pentingnya “safeguarding taxpayer personal data” sebagai upaya menjaga kepercayaan publik 

dan integritas sistem pajak. Bila perlindungan data tidak memadai misalnya sistem kurang 

aman, data sensitif tersimpan tanpa enkripsi atau kontrol akses ketat maka potensi kebocoran 

data, penyalahgunaan, atau akses tidak sah meningkat, yang dapat merusak reputasi institusi 

serta mengancam hak-hak para wajib pajak (Judijanto, 2024).  

Lebih lanjut, literatur mengenai regulasi dan tata kelola menunjukkan bahwa penerapan 

AI di lingkungan sektor publik (termasuk pajak) sering menghadapi tantangan regulasi dan 

hukum terkait perlindungan data. Penelitian dalam konteks layanan administrasi elektronik 

menemukan bahwa meskipun ada kerangka hukum, praktik aktual kerap tersendat: sering 

terjadi inkonsistensi prosedur, lemahnya mekanisme kontrol, serta kurangnya kesadaran publik 

tentang hak data pribadi (Ath-thariq et al., 2025). 

Hal ini menegaskan bahwa adopsi AI perlu dibarengi dengan kebijakan dan standar 

keamanan data yang jelas meliputi enkripsi, kontrol akses, audit keamanan, serta perlindungan 

hukum bagi data pribadi agar integritas dan privasi terjaga.  

Perhatian terhadap aspek etika dalam kecerdasan buatan (AI) terus meningkat di berbagai 

negara, termasuk Indonesia. Penggunaan AI dituntut mematuhi prinsip-prinsip penting seperti 

transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar 

penerapannya tetap bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. 

Di Indonesia, penerapan etika AI masih berkembang dan belum sepenuhnya memperhatikan 

konteks sosial serta budaya. dengan demikian, kesadaran tentang perlunya mencegah potensi 

dampak negatif dan membangun kepercayaan publik semakin menguat. Fokus etika tersebut 

meliputi kejelasan proses pengambilan keputusan untuk meminimalkan bias, penerapan 

keadilan pada sektor-sektor sensitif seperti kesehatan dan keuangan, serta penegakan 

akuntabilitas terutama dalam penggunaan AI berisiko tinggi seperti teknologi otonom di bidang 

pertahanan (Hukum et al., 2025). 

b. Kesenjangan kesiapan digital antar negara. 
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Laporan global menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital pemerintahan 

(termasuk administrasi pajak) makin cepat, terdapat kesenjangan nyata antar negara dalam hal 

kesiapan digital baik infrastruktur, kapasitas manusia, maupun regulasi digital. Menurut United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) dalam UN E‑Government 

Survey 2024, proporsi populasi global yang tertinggal dalam perkembangan layanan 

pemerintahan digital menurun dari 45% pada 2022 menjadi 22,4% pada 2024. Namun 

demikian, negara-negara di wilayah Afrika, negara paling berkembang, dan negara pulau kecil 

masih berada jauh di bawah rata-rata global mengindikasikan bahwa akses ke layanan dan 

kapasitas digital belum merata (Digital, 2024). 

Kesenjangan kesiapan digital antar negara berarti kemampuan untuk mengadopsi dan 

menjalankan sistem administrasi pajak digital termasuk e-filing, e-billing, e-invoicing, maupun 

analitik berbasis data atau AI tidak merata. Negara dengan infrastruktur digital kuat, tata kelola 

data yang memadai, serta SDM yang terlatih mampu memperoleh manfaat lebih cepat seperti 

peningkatan kepatuhan, pengurangan biaya administrasi, dan kemampuan analitik fiskal yang 

lebih unggul. Sebaliknya, negara dengan konektivitas lemah, kapasitas TI terbatas, dan regulasi 

perlindungan data yang belum matang menghadapi hambatan serius berupa kegagalan 

implementasi, eksklusi digital, risiko keamanan & privasi, serta rendahnya efektivitas sistem 

otomatis yang membutuhkan data berkualitas (Fernández, 2022).  

Perbedaan kesiapan ini juga menciptakan ketidaksetaraan global dalam manfaat yang 

diperoleh dari digitalisasi pajak: negara maju atau “digital-ready” dapat merasakan 

peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lebih cepat dan lebih luas, sedangkan 

negara dengan kesiapan rendah bisa makin tertinggal baik dalam kapasitas pemungutan pajak, 

kualitas pelayanan, maupun kemampuan memanfaatkan data untuk kebijakan fiskal. Studi 

kasus dan analisis kebijakan menyoroti bahwa tanpa strategi inklusif, regulasi adaptif, dan 

investasi infrastruktur & SDM, kesenjangan ini dapat memperparah disparitas fiskal antar 

negara (Rizal et al., 2024). 

Laporan internasional merekomendasikan strategi bertahap untuk negara dengan kesiapan 

rendah, seperti implementasi pilot sebelum perluasan skala, investasi pada infrastruktur digital 

dan peningkatan kompetensi SDM, serta kerja sama internasional dalam berbagi praktik 

terbaik. Laporan-laporan global juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan 

keamanan data, serta pengembangan sistem yang inklusif agar seluruh kelompok wajib pajak 

dapat mengakses layanan pajak digital tanpa hambatan. Temuan-temuan ini konsisten dengan 

penelitian empiris yang menunjukkan bahwa disparitas infrastruktur, literasi digital, dan 

kapasitas institusional merupakan penghalang utama bagi negara berkembang dalam 
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mentransformasi administrasi pajak menuju model digital berbasis data dan AI (Supporting the 

Digitalisation of Developing Country Tax Administrations, 2021) 

Temuan penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan sebagian besar studi terdahulu 

yang menegaskan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) mampu meningkatkan 

efisiensi, akurasi pemrosesan data, serta efektivitas deteksi ketidakpatuhan dalam administrasi 

perpajakan. Hasil kajian ini juga sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa otomatisasi 

melalui e-filing, big data analytics, dan machine learning berkontribusi pada pengurangan 

birokrasi serta penguatan audit trail. Namun demikian, penelitian ini memperkuat temuan 

sebelumnya mengenai adanya risiko bias algoritmik, isu privasi, serta kebutuhan tata kelola 

data yang ketat sebagai prasyarat akuntabilitas sistem berbasis AI. Perbedaan dengan beberapa 

studi terdahulu terletak pada penekanan penelitian ini bahwa efektivitas implementasi AI 

sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta kapasitas 

institusional yang belum merata di berbagai otoritas pajak. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya mengonfirmasi hasil-hasil sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif 

tambahan bahwa kesenjangan kesiapan digital merupakan determinan penting yang 

memengaruhi keberhasilan penerapan AI dalam administrasi perpajakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam 

administrasi perpajakan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. Melalui otomatisasi proses, analisis data yang lebih cepat dan 

akurat, serta kemampuan mendeteksi potensi ketidakpatuhan, AI mampu mendukung 

modernisasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak 

maupun otoritas pajak. 

Meskipun demikian, implementasi AI masih menghadapi sejumlah tantangan, di 

antaranya risiko bias algoritmik, isu keamanan dan privasi data, keterbatasan infrastruktur 

digital, serta rendahnya literasi digital pada pengguna. Tantangan-tantangan ini perlu 

mendapatkan perhatian karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemanfaatan AI 

di sektor perpajakan. Oleh sebab itu, kesiapan regulasi, kualitas data, dan kapasitas sumber 

daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan penerapan AI dapat berjalan optimal 

dan berkelanjutan. 

Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat regulasi terkait penggunaan AI, 

meningkatkan keamanan data, serta membangun infrastruktur digital yang lebih memadai agar 

implementasi AI berjalan efektif. Pelatihan berkelanjutan bagi pegawai pajak juga diperlukan 
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untuk meningkatkan kompetensi digital. Wajib pajak diharapkan meningkatkan literasi digital 

agar dapat memanfaatkan layanan perpajakan berbasis teknologi. Peneliti selanjutnya 

disarankan melakukan studi empiris atau komparatif untuk memperluas pemahaman mengenai 

efektivitas AI dalam berbagai konteks perpajakan. 
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